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          BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

   Indonesia sekarang berada dalam perkembangan industri 4.0 

dimana hal ini di timbulkan oleh kemajuan teknologi Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE) yang perkembangannya terjadi begitu pesat 

yang mampu membawa perubahan terhadap peradaban manusia di 

Indonesia. Perubahan ini sangat membantu masyarakat indonesia untuk 

melakukan banyak hal secara lebih efektif dan efisien melalui internet 

seperti melakukan pembayaran air, listrik maupun mengurus surat-surat 

penting seperti perpanjangan SIM atau pembuatan Akta kelahiran Secara 

online tanpa harus keluar rumah bahkan sekarang Indonesia berada pada 

tahap kemajuan yang signifikan pada sektor bisnis juga pedagangan 

terutama sektor keuangan.1  

Hal ini di buktikan dengan adanya platform belanja online yang 

semakin diminati masyarakat karena dapat berbelanja secara mudah 

dengan di rumah saja. Selain itu perkembangan teknologi berpengaruh 

juga pada bidang industri keuangan Indonesia atau disebut financial 

teknology (fintech) yang di tandai dengan maraknya platform pinjam 

meminjam modern yang dilakukan secara online.2 Keberadaan financial 

 
1 Farah Margareta, “Dampak Electronik Banking Terhadap Kinerja Perbangkan Indonesia”, 

Jurnal Keuangan dan Perbankan, edisi 19, (2015), hlm. 514. 
2 Miswan Ansori, “Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap 

Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah”, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 1, (April 2019), 

hlm.2. 
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teknology (fintech) telah di urus oleh lembaga bernama Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dalam peraturan yang di miliki OJK yang disebut 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Tahun 2016 yaitu P.OJK 

Nomor 77/POJK.,01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi. Pengaturan OJK itu merupakan aturan yang 

diperuntuka  bagi pelaksaan fintech di Indonesia yang memang di buat 

Pemerintah guna menjaga konsumen juga instutusi keuangan kondusif 

sehigga fintech di Indonesia dapat terkontrol dengan baik. Usaha yang 

dilakukan pemerintah dalam hal ini ialah mengatur menegai pendaftaran, 

kegiatan usaha, pelaporan, dan tata kelola sistem teknologi informasi yang 

terkait dengan fintech. 

 Produk fintech yang saat ini berkembang sangat pesat ialah 

platform-platform pinjaman  onlene atau sebuah wadah untuk melakukan 

pinjaman uang yang mana penyelenggara pinjaman dan peminjam 

melakukan transaksi pinjam meminjam secara online.3 Seiring berjalannya 

waktu, jumlah pengguna fintech kian bertambah pesat. Pada 2017 

Indonesia terca tat mempunyai 440 perusahaan yang kemudian meningkat 

setahun setelahnya  yakni sebesar 32,5% atau jumlahnya meningkat 143 

menjadi 583 perusahaan. Pada 2019,  perusahaan bertambah 691 unit, lalu 

bertambah 758 unit pada tahun 2020. 4 Angka kenaikan ini juga diikuti 

 
3 Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, “Praktik finansial ilegal dalam 

bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis”, Jurnal Pembangunan Hukum di Indonesia, Vol. 

1, No. 3, (Mei 2019), hlm. 380. 
4 Alif Karnadi, “Jumlah Fintech di Indonesia Terus Meningkat hingga 2021”, 

dataindonesia.id, diakses pada 19 April 2022. 
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oleh kenaikan perusahaan-perusahaan yang bernasis pinjaman online. 

Tercatat di bulan Juni 2021, 25,3 juta masyarakat terjangkau layanan  

pinjam meminjam uang.5  

Pinjaman uang yang berbasis online atau pinjol memiliki dua jenis, 

yaitu pinjaman online  yang berizin pendirian (legal) juga pinjaman online 

yang tidak memiliki izin pendirian atau ilegal. Pinjaman online legal ialah 

pinjaman yang perusahaannya memiliki izin pendirian di OJK melalui 

organisasi AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia). 

Sedangkan pinjaman yang dilakukan secara online yang tidak terdaftar 

terdaftar atau tidak memiliki izin pendirian  di OJK atau AFP di namakan 

pinjaman online ilegal. Berikut adalah perbedaan Pinjaman online Legal 

dan Ilegal:6 

Tabel 1.1 

Perbandingan Pinjaman Online Legal dan Ilegal 

 

NO PERBANDINGAN PINJAMAN 

ONLINE LEGAL 

PINJAMAN 

ONLINE ILEGAL 

1 Akses mengunduh/ 

penawarannya 

Pada google 

playstore atau 

appstore 

Melalui SMS atau 

aplikasi chat 

2 Bunga dan batas 

waktu peminjman 

Ditentukan secara 

jelas dan transparan 

oleh AFPI yakni 

maksimal 0,8% 

perhari dan denda 

Jumlah bunga dan 

denda tidak 

transparan tidak ada 

aturan pasti 

maksimalnya baik 

 
5 CNN Indonesia,” Pengguna Pinjol Naik, Kominfo Berupaya Lindungi Data Pribadi”, (20 

Agustus 2021), cnnindonesia.com, diakses pada 19 April 2022. 
6 Otoritas Jasa Keuangan, “Penting! Simak Bedanya, Ini Ciri-ciri pinjol Legal dan Ilegal”, 

ojk.go.id, diakses pada 18 Mei 2022. 
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maksimal 100% 

dari pokok 

pinjaman 

dari bunga maupun 

dendanya 

3 Regulator  Diawasi oleh OJK Tidak adanya 

regulator atau 

pengawas kegiatan 

pinjam 

meminjamnya 

4 Alamat perusahaan Jelas dan tertera di 

aplikasi alamat 

tepatnya 

Tidak memiliki 

alamat pasti dan 

sering berpindah-

pindah 

5 Pengurus Pejabat petinggi 

nya harus 

berpengalaman di 

bidang industri 

keuangan paling 

singkat 1 tahun 

Belum adanya 

standar pengalaman 

yang harus 

terpenuhi 

6 Pengaksesan data 

peminjam (debitur) 

Yang diakses 

hanya berupa 

microphone, 

kamera dan lokasi 

peminjam. tidak 

me  ngakses data 

pribadi peminjam 

secara 

sembarangan 

sesuai aturan OJK  

Mengakses data 

pribadi peminjam 

secara 

sembaarangan dan 

menyeluruhdari 

handphone 

peminjam yang 

akan digunakan 

sebagai betuk 

ancaman kepada 

deitur apabila 

melakukan 
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keterlambatan 

pembayaran 

7 Syarat melakukan 

pinjman 

Berupa KTP, 

NPWP, Nomor 

rekening, slip gaji, 

BPJS  

ketenagakerjaan, 

kontak darurat, 

alamat dan nomor 

telfon perusahaan, 

serta meminta 

video wajah. Setiap 

aplikasi berbeda 

namun syarat 

tersebut tidak 

menjamin 

keberhasilan 

meminjam karena 

ada tahap seleksi. 

Syarat lebih mudah 

yakni cukup KTP, 

Nomor rekening, 

kontak darurat dan 

foto selfi dan tidak 

ada tahap seleksi 

sehingga sangat 

mudah mendapat 

pinjman 

8 Ketika melewati 

batas waktu 

Setelah melewati 3 

bulan  akan masuk 

daftar hitam 

(blacklist) dari 

fintech data  

Setelah melewati 

tenor akan 

mendapat ancaman, 

teor, intimidasi, 

pelecehan bahkan 

fitnah 

 

 Sumber: Website resmi ojk di www.ojk.go.id 
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Merujuk pada tabel 1.1 diatas maka bisa di simpulkan tidak semua 

pinjaman online itu sama. Terdapat beberapa perbedaan antara pinjaman 

online legal dan pinjaman online ilegal yang harus masyarakat tahu supaya 

tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak di inginkan  diakibatkan ketidaktahuan 

masyarakat untuk membedakan kedua jenis pinjol diatas. Perbedaan 

mencolok dari kedua pinjol dapat kita lihat mulai dari persyaratan, pada 

pinjol legal pesyaratan lebih lengkap dan tidak terlalu mudah bagi 

masyarakat karena tidak semua orang memiliki NPWP sedangkan pada 

pinjol ilegal syarat cukup mudah cukup KTP dan Nomor Rekening yang 

notabene banyak orang yang telah memiliki. Selanjutnya perbedaan yang 

sangat jelas berbeda ialah pada jenis penagihan yang kasar juga tak pantas 

dari pinjol ilegal, serta akses mendapatkan aplikasi pinjol, jika pinjol legal 

dapat diakses bebas melalui smartphone sedangkan pinjol ilegal melalui 

SMS spam yang ditujukan secara pribadi. 

Dalam keadaan senyatanya di lapangan, bisnis Fintech juga 

memiliki potensi risiko bagi debitur. Risiko itu berupa risiko keamanan 

data debitur dan risiko kesalahan transaksi.7 Risiko-risiko tersebut  yang  

mendatangkan kerugian bagi debitur pada sistem P2PL ini, karena akan 

timbulnya kejahatan online berupa penyadapan, ancaman, intimidasi, 

sebar fitnah dan kejahatan cybercrime lain yang dapat mengakibatkan 

 
7  Otoritas Jasa Keuangan, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: 

Perlindungan Konsumen pada Fintech, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hlm. 28. 



7 
 

masyarakat ragu untuk melakukan transaksi online ke depannya. 8 

Pengamancaman atau intimidasi saat penagihan berlangsung yang 

dilakukan oleh debt collection ini biasa di sebut kekerasan emosional atau 

kekerasaan verbal dimana kekerasaan ini tidak terjadi secara langsung 

terhadap fisik pada debitur akan tetapi kekerasaan ini biasanya 

menyangkut pada perasaan bahaya bagi debitur yang mengalami 

pengancaman tersebut. 9   Kamus Besar Bahasa Indonesiamenyebutkan 

definisi dari pengancaman yakni mengungkapkan niat melakukan sesuatu 

yang sulit bagi orang lain dan menyampaikan niat yang dimaksudkan 

untuk menyakiti orang lain dengan cara yang melanggar hukum.10 Selain 

KBBI pengertian pengancaman terdapat dalam KUHP pada pasal 369 dan 

Pasal 29 Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa:  

Setiap orang yang memiliki maksud untuk menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, 

dengan melakukan ancaman pencemaran baik yang 

dilakukan dengan lisan maupun tulisan, atau dengan 

ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya 

memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang itu atau orang lain.11  

definisi pengancaman menurut pasal ini pun memuat ancaman 

hukuman penjara maksimal empat thaun. 

 
8 Immanuel Adithya M. Chrismastianto, “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial 

terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Edisi 137, (2017), 

hlm. 148. 
9  Nindiya P. N dan Margareta R, “Hubungan Antara Kekerasan Emosional pada Anak 

terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja”, Jurnal Psikolog Klinis dan Kesehatan Mental,  Vol. 

1, (Juni 2012), hlm. 2. 
10 Risa Agustin, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: CV. Serba Jaya, 2016), hlm. 

384. 
11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Straftrecht], diterjemahkan oleh R. 

Soesilo, (Bogor: Politeia, 1995). 
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Pengertian pengancaman juga diatur dalam Undang-Undang ITE 

yaitu pada Pasal 29 yang menyatakan bahwa “pengancaman adalah 

seseorang yang melakukan pengiriman informasi elektronik secara sengaja 

dan tanpa hak yang memuat ancaman yang bersifat ancaman kekerasan 

maupun menakut-nakuti kepada seseorang”:12 

Sedangkan pada Pasal 45B terdapat pengaturan bagi pelaku 

pengancaman yang berbunyi : 

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 

mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-

nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 

4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00.13 

 

Perlindungan hukum bagi debitur dalam hal pinjam-meninjam itu 

terkandung dalam data pribadi pengguna jasa pinjaman ini yang mana 

perlindungan mengenai pengguna di media elektronik ini harus dilindungi 

oleh undang-undang. Jadi, untuk menjaga komitmen mereka yang 

memenuhi prestasi untuk tidak melakukan wanprestasi atau ingkar janji 

maka diperlukan jaminan yang bisa melindungi semua informasi 

pengguna secara pasti.  

 
12  Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 

Tahun 2016, LN. No. 251 Tahun 2016, TLN No.5952, Ps. 29. 
13 Ibid., Ps. 45B. 
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 

tentang Perlindungan Konsumen pada Bagian Kedua mengatur mengenai 

Kerahasiaan Data yaitu pada Pasal 26 yang berbunyi: 

Penyelenggara wajib:  

a) menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data 

pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya 

sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan; 

b) memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan 

validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, 

memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, 

dan data keuangan yang dikelolanya; 

c) menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan 

pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data 

keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan 

persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data 

keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

d) menyediakan media komunikasi lain selain Sistem 

Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan 

layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call 

center, atau media komunikasi lainnya; dan yang terakhir 

memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, 

data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi 

kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data 

transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.14  

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbaasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 77/PJOK.01/2016, Ps.26. 
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Perlindungan data pribadi  saat ini sudah mendapat perhatian dari 

DPR RI karena DPR RI saat ini berusaha untuk segera merampungkan 

RUU PDP yang di anggapnya sangat penting dalam menindak pelanggaran 

data yang kian hari kian meningkat yang menyebabkan kerugian bagi 

masyarakat karena belum adanya aturan hukum  tentang pelanggaran data 

pribadi ini.15  

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau 

disebut RUU PDP menyebutkan sebuah aturan tentang larangan peyebaran 

data pribadi seseorang dengan cara melawan hukum. Dan bunyi Pasal 51 

RUU PDP menyebutkan yang pertama, “Setiap Orang dilarang 

memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya 

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian Pemilik Data Pribadi. 

Kedua, Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan 

Data Pribadi yang bukan miliknya. Ketiga, Setiap Orang dilarang secara 

melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.”16 

 

 

 

 

 

 
15 Liberty Jemadu, “Wakil Ketua DPR: Percepat Pengesahan RUU Perlindungan Data 

Pribadi”, suara.com, 17 Mei 2022, https://www.suara.com/, diakses pada 20 Mei 2022. 
16 Indonesia, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Rapat DPR RI pada 

tanggal 17 Juni 2021, Ps. 51. 
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Pengaturan pidana mengenai pelanggaran data ada pada Pasal 61 

RUU PDP Yang Berbunyi ayat satu menyebutkan Setiap Orang yang 

dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan 

miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian Pemilik Data 

Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak lima 

puluh miliar rupiah, ayat dua menyebutkan Setiap Orang yang dengan 

sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan 

miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 

Rp20.000.000.000,00. Serta ayat ketiga menyebutkan Setiap Orang yang 

dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang 

bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak 

Rp70.000.000.000,00:17 

Menteri Kominfo memiliki Peraturan  yaitu Peraturan Nomor 20 

Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem Elektronik juga 

berisikan sanksi untuk pelanggar yang melakukan pelanggaran pada data 

pribadi seseorang maka akan mendapatkan sanki administratif berdasarkan 

Pasal 36 yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang memperoleh, 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, 

 
 17 Ibid., Ps. 61. 
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mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi 

tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini 

atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa: peringatan 

lisan,  peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan,  dan/atau 

pengumuman di situs dalam jaringan (website online).18 

Pengancaman dari Kreditur terhadap Debitur sering terjadi, 

setidaknya di tahun 2021 terjadi 3 kasus pengancaman yang viral di sosial 

media yakni, Nurlela (Sukabumi), di ancam dengan menggunakan kata-kata 

kasar dan di minta membayar hutang karena ada beberapa orang yang 

menjadikannya kontak darurat dan ia tidak mengenal orang tersebut.19 Tak 

hanya Nurlela, seorang warga Bandung berinisial TM yang merupakan 

penyandang disabilitas juga mengalami pengancaman yang dilakukan oleh 

debt collector pinjol dimana TM juga di fitnah sebagai bandar narkoba juga 

sebagai maling yang membawa kabur uang perusahaan saat penagihan oleh 

pihak pinjol.20 Di tahun yang sama, AM seorang Guru TK honorer asal 

Semarang Jawa Tengah, meminjam uang sebesar Rp. 3.700.000,- Rupiah 

dan harus membayar sebesar Rp.206.000.000,- juga mengalami 

 
                18 Indonesia, Mentri Komunikasi dan Infornatika. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 

Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem Elektronik, PM No. 20 Tahun 2016 Ps. 

36. 
19 Syahdan Alamsyah, “Kelakuan Penagih Pinjol, Teror Teman Peminjam untuk Tagih 

Utang”, DetikNews, (16 Oktober 2021), https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/, diakses 

13 Maret 2022. 
20 Doni Indra Ramadhan, “ Pakai kursi Roda, korban pinjol Sleman cerita dituduh sebagai 

bandar Narkoba”, DetikNews, (21 Oktober 2021), https://www.google.com/amp/s/news.detik.com, 

diakses 13 Maret 2022. 

https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/
https://www.google.com/amp/s/news.detik.com
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pengamcaman dari beberapa perusahaan pinjaman online yang memberinya 

pinjaman.21 

Selain beberapa contoh kasus yang terjadi, LPSK mencatat selama 

tahun 2021 menerima banyak laporan mengenai permohonan perlindungan 

diri dari korban pinjol ilegal. Data bulan Oktober hingga Desember LPSK 

tercatat ada 141 kasus permohonan perlindungan dan konsultasi mengenai 

pinjol yang berasal dari 19 provinsi di Indonesia. Dimana kasus terbanyak 

berada di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Dari 141 data yang diterima 

LPSK 108 diantaranya bersifat konsultasi dan sisanya merupakan 

permohonan perlindungan. Dari data permohonan tersebut terdapat 

beberapa permohonan perlindungan yang menyampaikan bahwa pemohon 

telah menglami pengancaman oleh pihak pinjol ilegal. 22  Dalam hal 

perlindungan korban, negara menjamin kepentingan korban sebuah tindak 

pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban. Juga pada transaksi dan kepentingan debitur  dalam hal ini 

merupakan seorang konsumen maka kepentingan debitur tersebut dimuat 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen.23 

 
21 Ajeng Wirachmi, “6 Kisah Korban Pinjol Ilegal yang Viral, Nomor 4 dan 5 berakhir 

Tragis” iNews, (14 September 2021), https://regional.inews.id, diakses 13 Mei 2022 
22 Dominique Hilvy Febriani, Dalam Tiga Bulan, LPSK Terima Laporan Permohonan 

Perlindungan Pinjol, IDX Channel.com, (27 Januari 2022), https://idxcannel.com, diakses pada 17 

Mei 2022 
23 Indonesia, Undang-Undang Nomor tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 

1999, LN No. 42, Tahun 1999, TLN No. 3821 

https://regional.inews.id/
https://idxcannel.com/
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 Sehingga perkembangan hukum pidana harus mampu mengimbangi 

kemajuan teknologi saat ini, dikarenakan pentingnya hukum pidana untuk 

menjadikan perkembangan teknologi ini sebagai hal yang mampu 

membantu masyarakat karena adanya hukum yang mengatur mengenai 

perlindungan terhadap masyarakat dari pelaku tindak pidana yang 

merugikan. Dari adanya jaminan perlindungan hukum inilah masyarakat 

tidak akan lagi merasa di rugikan jika terjadi sesuatu yang tidak di inginkan 

karena adanya kepastian dari hukum itu sendiri karena indonesia merupakan 

negara hukum.24  

Penulis menggunakan 2 Putusan yang berkaitan dengan Delik 

Pengancaman yang dilakukan oleh Kreditur pada Debitur, yakni Putusan 

Pengadilan Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp dan yang kedua ialah 

Putusan Pengadilan  Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr. Pada kasus 

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN 

Lbp, korban yang bernama Berlin Marpaung awalnya meminjam uang ke 

peminjaman online bernama KSP Cinta Damai sebanyak satu juta lima ratus 

ribu rupiah. Akan tetapi korban mulai mendapatkan teror dari beberapa 

orang dalam hal ini saksi dan terdakwa Christoper (24) secara terus menerus 

yang mengharuskan korban melunasi pinjamannya dengan ancaman berupa 

kata-kata kasar juga berupa ancaman poster yang berisi terdapat foto Berlin 

Marpaung yang menyebutkan bahwa korban merupakan bandar Narkoba 

dan buronan karena kabur membawa uang perusahaan. Perbuatan terdakwa 

 
24 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 1 Ayat (3). 



15 
 

di tuntut dengan Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) 

ke-2 KUHPidana atau Pasal 45B jo. Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) 

ke-2 KUHPidana; Pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman penjara 

selama 5 bulan juga dengan pidana denda sebanyak 2,5juta rupiah25 

Sedangkan yang terjadi di Putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara  

Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Majelis Hakim menyebutkan bahwa 

terdakwa yang bernama Dede Supardi Bin H. Supriadi, 27 tahun, telah 

melakukan perbuatan melawan hukum yaitu secara sengaja dan tanpa izin 

menyebarkan dan/atau mengirimkan atau mengakses informasi elektronik 

dan dokumen elektronik yang dibuat, dinyatakan bersalah. kepada saksi 

korban bernama Mahdi Ibrahim yang berupa ancaman dengan 

menggunakan kata-kata kasar juga ancaman untuk membunuh serta 

memutilasi tubuh saksi korban dan keluarga saksi korban. Terdakwa di 

dakwa dengan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, atau Pasal 45 

ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE, atau Pasal 45 B Jo. Pasal 29 UU ITE, 

atau Pasal 368 ayat (1) KUHP, atau Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dan 

Pertimbangan Hakimnya ialah terdakwa di pidana dengan pidana penjara 

selama satu tahun dengan denda sebesar Rp70 Juta ruoiah yang apabila 

dendanya tidak dibayarkan maka pidanaya  diganti dengan pidana kurungan 

selama 2 bulan.26 

 
25 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Putusan Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp 

 
26 Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan Nomor 438/Pid.sus/2020/PN Jkt.Utr 
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Kedua putusan diatas menggambarkan bahwa perlakuan 

pengancaman yang dilakukan oleh Kreditur atas pinjaman uang yang 

dilakukan oleh Debitur bisa di mintakan pertanggungjawaban. Hal ini 

terlihat dari pasal yang mengatur dindalam Undang-Undang ITE dan 

Undang-Undang OJK sehingga kedua putusan ini menarik penulis untuk 

membahas secara mendalam perihal tentang perlindungan hukum debitur 

pada delik pengancaman yang dilakukan kreditur dengan judul: 

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Tidak Mampu Bayar Hutang 

pada Perusahaan Pembiayaan Dana Ilegal Pada Hukum Positif Di 

Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah   

Setelah penulis menuliskan Latar belakang yang  diuraikan diatas 

selanjutnya penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap debitur yang 

mengalami pengancaman oleh pihak Kreditur pada Hukum 

Positif Indonesia? 

2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana bagi kreditur yang 

melakukan pengancaman saat melakukan penagihan pada 

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 

2077/Pid.sus/2021/PN Lbp dan Putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap 

debitur yang mengalami pengancaman oleh pihak Kreditur pada 

Hukum Positif Indonesia 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban pidana 

bagi kreditur yang melakukan pengancaman saat melakukan 

penagihan pada Putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 

2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian pada penulisan skripsi ini yang dapat diambil ialah 

terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

 Penulis mengharapkan penulisan ini memiliki manfaat secara 

teoritis, maksud penulis ialah diharapkan penulisan hasil penelitian 

ini dapat menambah  pengetahuan penulis pada umumnya pada 

bidang Ilmu Hukum, dan khusunya pada bidang hukum pidana. Juga 

bisa memberi informasi atau tambahan referensi  bagi penulis 

selanjutnya yang akan menulis penelitian yang sama. 
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2. Manfaat Praktis  

 Manfaat secara praktis maksud penulis adalah bahwa penulisan ini 

juga bisa memberikan kontribusi, pengetahuan, juga sumbangan 

wawasan secara umum kepada masyarakat dan secara khusus bagi 

penulis terkait perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami 

pengancaman juga pertanggungjawaban pidana bagi kreditur yang 

melakukan pengancaman saat melakukan penagihan pada pinjaman 

online. Serta penulis berharap dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

sebagai badan pengatur perusahaan keuangan online harus lebih 

meningkatkan pengawasan pada penyelenggara pinjaman  online agar 

tidak merugikan masyarakat. 

E. Ruang lingkup Penelitian 

  Penulis membatasi cakupan penelitian skripsi hanya terbatas 

dalam hal-hal mengenenai perlindungan hukum terhadap debitur pada 

delik pengancaman yang dilakukan oleh kreditur pada hukum positif 

indonrsia serta pertanggung jawaban pidana bagi kreditur yang 

melakukan pengancaman saat melakukan penagihan yang tertulis pada 

Putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 

2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. 
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F.  Kerangka teori  

1. Teori Perlindungan Hukum 

 Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa Perlinsdungan hukum 

diartikan sebgai segala cara atau upaya yang dilakukan setiap orang 

juga forum negara untuk menerima pengamanan, penguasaan, juga 

pemenuhan kesejahteraan hidup dengan memakai berbagai hak yang 

diberikan oleh hukum.27 Philipus M. Hadjon menyebutkan bentuk 

dari perlindungan hukum itu ada dua macam, yakni perlindungan 

yang dibuat pemerintah sebgai upaya untuk mencegah terjadinya 

sebuat tindak pidana disebut sebgai perlindungan hukum preventif 

sedangkan perlindungan yang di buat oleh pemerintah yang 

berfungsi sebagai aturan yang memberikan pembalasan bagi pelaku 

tindak pidana guna memberikan efek jera serta penyelesaian bagi 

pelaku tindak pidana disebut denagn perlindungan hukum represif. 

  

 Perlindungan hukum di Indonesia memiliki beberapa asas yang di 

atur dalam KUHAP guna kepentingan korban yang bisa menjadi sebuah 

dasar perlindungan bagi korban, berikut adalah asas-asanya: 28 

 
27 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54. 

28 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. (Jakarta: CV. Sinar 

Grafika, 2014), hlm. 36 
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1)  Asas kesamaan perlakuan di hadapan hukum; 

2)  Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan; 

3)  Asas kebebasan dalam peradilan; 

4)  Asas peradilan  terbuka bagi umum; 

5)  Asas penggantian kerugian; 

6)  Asas  kepastian hukum. 

 Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada korban saja, 

tetapi pada pelaku kejahatan juga. Bentuk perlindungan hukum bagi 

pelaku ialah berupa: 

a. Hak untuk mengetahui alasan penangkapan, penahanan, dan 

penghukuman 

b. Hak mendapatkan rehabilitasi 

c. Hak mengeluarkan pendapat 

d. Hak untuk tetap diam atau tidak mengeluarkan pernyataan 

e. Hak diperlakukan sama 

f. Hak di dampingi kuasa hukum 

Tujuan dari adanya sebuah perlindungan hukum untuk pelaku 

tindak pidana itu ialah agar pelaku mendpatkan kepastian hukum serta 

menghindari perlakuan sewenang-wenang pada pelaku.29 

 

 

 

 
29  Dikdik M. Arief Mansyur dan Eli Satris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban 

Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 20. 
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2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

 Roeslan Saleh berpendapat bahwa Pertanggungjawaban 

pidana erat kaitannya dengan pandangan falsafah, sehingga ketika 

membicarakan mengenai pertanggungjawaban pidana akan 

memberikan garis besar atau benang merah yang jelas karena 

pertanggungjawabanpidana dan filsafat terjalin dengan keadilan 

sebagai filsafat.30 

 Pertanggungjawaban pidana dapat diartikam sebagai sebuah 

perbuatan yang salah atau tercela yang kemudian harus 

dipertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan perbuatan 

tercela inilah yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana 

karena perbuatan tercelanya bersifat melawan hukum maka harus 

dipertanggungjawabkan.31  Dasar dari pertanggungjawaban pidana 

ini ialah dengan adanya asas tidak adanya sebuah pidana jika tanpa 

sebuah kesalahan atau dalam bahasa belandanya adalah geen straft 

zonder schuld yang artinya setiap orang yang melakukan perbuatan 

yang melawan hukum tentunya harus mempertanggungjawabkan 

perbuatannya karena tidaklah mungkin seseorang harus di pidana 

tanpa adanya kesalahan. Kesalahan yang dapat menyebabkan di 

 
30  Roeslan Saleh. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. (Jakarta: PT. 

Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 10. 
31 Ibid., hlm. 76. 



22 
 

pidananya pelaku, maka pelaku haruslah memenuhi beberapa unsur 

berikut ini:32  

a) Delik; 

b) Kesalahan; 

c) Kemampuan untuk bertanggung jawab; dan  

d) Tidak adanya alasan pemaaf. 

  Jika telah memenuhi unsur-unsur diatas, maka pelaku 

perbuatan melawan hukum tesebut dapat dikatakan memenuhi unsur 

pertanggungjawaban pidana sehingga pelaku dapat di pidana. 

Walaupun menurut Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 

KUHP menjelaskan bahwa tidak seluruh orang itu melakukan kejahatan 

dapat di pidana karena berkaitan dengan alasan pembenar dan alasan 

pemaaf. Alasan pembenar meliputi:33 

1) Keadaan darurat (Noodtoestand); 

2) Pembelaan terpaksa (Noodweer); 

3) Menjalankan perintah Undang-Undang ; dan 

4) Melakukan perintah jabatan. 

         Sedangkan alasan pemaaf meliputi:34 

1) Ketidakmampuan bertanggungjawab; 

2) Daya paksa; 

 
32 Moeljatna. Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2007), hlm. 80. 
33 M. Nurfaik, “Alasan Pembenar dan Pemaaf dalam KUHP Perspektif Hukum Islam”, 

(Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2011), hlm. 54. 
34 M. Rifan F, Nyoman Serikat, dan R.B Sularto, “Implementasi Alasan Penghapus Pidana 

Karena Daya Paksa dalam Putusan Hakim”, Jurnal Studi Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 5. 
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3) Pembelaan terpaksa yang melawati batas (Noodweer exces); 

dan 

4) Menjalankan sebuah perintahdari  jabatan yang tidak sah 

G. Metode Penelitian  

 Metode penelitian adalah suatu proses prinsip dan prosedur 

untuk menghadapi masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian, 

maka dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah: 

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Penelitian ini 

merupakan penelitian normatif. Metode penelitian hukum atau metode 

penelitian hukum kepustakaan adalah suatu metode atau metode yang 

digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah 

dokumen-dokumen yang ada di perpustakaan. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang penulis gunakan yang dalam penulisan ini adalah: 

a) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute 

Approach) 

 Pendekatan ini merupakan metode penelitian hukum yang 

dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan masalah hukum yang dikaji dalam penelitian. 

Pendekatan hukum melibatkan peninjauan semua undang-undang dan 

peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. 

b) Pendekatan Kasus (Case Approach) 



24 
 

Pendekatan yang kedua yang penulis gunakan ialah metode 

pendekatan kasus (Case Approach) yang mana pendekatan ini 

memiliki tujuan untuk meninjau penerapan aturan atau norma yang 

dilakukan dalam praktik hukum.35 Dalam hal ini pendekatan kasus 

yang digunakan adalah dengan menganalisis Putusan Pengadilan. 

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp 

dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 

438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis data sekunder terdiri atas Bahan Hukum Primer, Bahan 

Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier, penjelasan dari ketiga bahan 

hukum tersebut yakni:  

1. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum utama yang 

di gunakan oleh penulis yang terdiri dari aturan dasar, peraturan 

perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, traktat, 

dan yurisprudensi yang erat kaitannya dengan objek penelitian, yaitu: 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

 
  35 Ibid.,hlm.136.  
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Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbaasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 77/PJOK.01/2016, 

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

perlindungan data pribadi dalam sistem Elektronik, Permen No. 20 

Tahun 2016, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 

438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk 

Pakam, Putusan Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp. 

 
2. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder ialah Bahan yang mengungkapkan 

tentang norma dan aturan primer. Aturan sekunder berikan 

berdasarkan output-output penelitian, output karya ilmiah (buku, 

pendapat para pakar aturan, jurnal internet, thesis/skripsi, dan 

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang 

berkaitan dengan permasalahan yang di bahas. 

3. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier ialah sebuah alat yang menjelakan juga 

memberi terang mengenai bahan-bahan hukum lainya yaitu bahan 

hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan ini biasanya 

merupak bahan menjelas yang berasal dari kamus dalam bahan 
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hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Atau 

dengan kata lain Bahan dari bahan hukum tersier merupakan bahan 

pendukung yang didapatkan melalui media internet. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian 

kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah metode 

pengumpulan bahan pustaka yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan, yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-

undangan, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian melalui 

membaca, mencatat, meminjam, meneliti pertanyaan-pertanyaan 

yang berkaitan dengan masalah yang disajikan dalam naskah. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Penulisan skripsi ini dianalisis dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif atau metode mendeskripsikan studi hukum yang 

diperoleh dalam bentuk deskriptif, yang kemudian disusun secara 

berurutan atau sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil 

penelitian disajikan dengan baik sehingga penulis memahami 

masalah yang diteliti.36 Penelitian kualitatif yaitu dengan meneliti 

bagaimana hukum itu diterapkan pada fakta tertentu dan dengan 

melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 

 
36 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Pres, 2007), hlm.21. 
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Putusan Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp dan Putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Utara, Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.  

 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan alah angka kesimpulan dari hasil akhir 

dari studi yang telah selesai dan diedit berdasarkan tujuan penelitian. 

Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan kebenaran penelitian 

yang dibahas secara singkat dalam tugas.37 

Menarik kesimpulan dalam kalimat Karya ini menggunakan 

pemikiran deduktif. Artinya, menarik kesimpulan dari pemahaman 

umum, diikuti dengan penjelasan yang lebih spesifik.38 

H. Sistematika Penulisan  

Untuk menjelaskan gambaran tentang isi penyusunan 

penulisan skripsi yang akan penulis buat nanti, sebagaimana karya 

ilmiah pada umumnya, maka dalam proposal skripsi ini penulis, 

menyusun materi secara sistematis dengan membagi materi 

pembahasan kedalam 4 (empat) BAB, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang sumber bahan yang menjelaskan 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

 
37 Beni Achmad Saeni, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 

hlm.93 
38 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm. 67. 
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kegunaan penelitian, kerangka teori, ruang lingkup penelitian, 

metode penelitian, dan sistem penulisan. 

 

 

                 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini penulis menuliskan hal-hal berisikan Tinjauan 

Pustaka yang menguraikan tinjauan umum tentang Perlindungan 

Debitur yang mengalami pengancaman pada pinjaman online dan 

pertanggungjawaban pidana bagi Kreditur yang melakukan 

pengancaman saat melakukan penagihan. 

                  BAB III PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas tentang penguraian hasil penelitian 

perlindungan debitur pada pengancaman yang dilakukan oleh pihak 

kreditur dari pinjaman online, membahas pertanggungjawaban 

pidana bagi kreditur selaku pihak yang melakukan pengancaman 

serta membahas jawaban dari persoalan yang penulis teliti di dalam 

penelitian ini. 

             BAB IV PENUTUP 

         Bab terakhir atau penutup berisi kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis dan pembahasan yang ditulis dalam penelitian ini dan 

berbagai saran yang mungkin dapat membantu pembaca penelitian 

ini.
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